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Abstrak
 

Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat

dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang

jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber

dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.

 

Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli

tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi

secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang

berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di

Indonesia.

 

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi

Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di

Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi

pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan

terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan

teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat

analisis kuantitatif.

 

Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil

namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan

bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi

yang cukup baik.

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai

penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif.

Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar

instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta.

 

https://lib.ui.ac.id/detail?id=80036&lokasi=lokal


Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit

koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan

informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya

pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan.


